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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Analisis
Yuridis terhadap Putusan PTA Surabaya No.231/Pdt.G/2019/PTA/Sby atas
Putusan PA Jombang No.1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg tentang Penetapan Hadhanah’
penelitian ini dibuat untuk menjawab dua rumusan masalah. Rumusan yang
pertama yaitu bagaimana putusan hakim PTA Surabaya atas putusan hakim PA
tentang penetapan hadhanah. Yang kedua bagaimana analisis yuridis terhadap
putusan PTA Surabaya atas pembatalan putusan PA Jombang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yang
pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumentasi untuk
mendapatkan sumber data. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif
analisis dengan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan mengenai Putusan PTA
Surabaya  No0.231/Pdt.G/2019/PTA/Sby  atas Putusan PA  Jombang
No.1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg, sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit,
kemudian dikemukakan teori-teori yang bersifat umum dan undang-undang yang
berlaku yang selanjutnya diterapkan dalam pola khusus yakni data yang diperoleh
dari PTA Surabaya No.231/Pdt.G/2019/PTA/Sby atas PA Jombang
No.1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg.

penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam putusan
No.1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg dalam putusannya bagian rekonvensi menetapkan
hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu, dengan mendasar Pasal 105 KHI
dan pertimbangan bahwa ibu tidak terbukti amoral. Sedangkan PTA Surabaya
dalam putusan No.231/Pdt,G/2019/PTA/Sby berpendapat lain dengan
membatalkan putusan PA Jombang. Putusan tersebut didasarkan pada majlis
hakim tingkat pertama telah memutus apa yang tidak dituntut, maka putusan yang
demikian telah melanggar prinsip dalam beracara sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 178 ayat (3) HIR yang sejalan pula dengan rumusan Hukum Rapat Pleno
Kamar Agama Tahun 2018 pada huruf [ sebagaimana tercantum dalam SEMA RI
No.3 Tahun 2018 tanggal 16 November yang menyatakan “penetapan hadhanah
sepanjang tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan, maka hakim tidak
boleh menetapkan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan
hadhanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk wultra petita.” Hasil penelitan
menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim PTA Surabaya dalam membatalkan
putusan PA Jombang kurang tepat. hal ini dikarenakan dalam mengambil putusan
majlis hakim PTA Surabaya kurang jeli dalam memeriksa berkas yang ada,
sehingga teori dan aturan yang digunakan kurang tepat.

Hendaknya majlis hakim lebih teliti dalam mengkaji dan mempertimbangkan
semua aspek yang tercakup dalam permasalahan sehingga putusan yang diambil
dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa
dirugikan, khususnya kemaslahatan anak.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia di dunia ini dari jenis laki-laki dan
perempuan untuk saling mengenal dan berpasang-basang agar cenderung satu
sama lain saling menyayangi dan saling mencintai serta guna saling menyalurkan
hasrat yang ada pada dirinya. Namun untuk menjalin kasih sayang antara lain
jenis, Allah SWT memberikan jalan atau solusi dengan satu ikatan yang di dalam

agama Islam dinamakan pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan adalah suatu akad perjanjian untuk mengikat diri antara
seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua
belah pihak, dengan dasar sukarela antara kedua belah pihak untuk mewujudkan
suatu kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan
ketentraman dengan cara-cara yang dibenarkan.! Dalam UU tentang Perkawinan
No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.?

L Abdul Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia), (Jakarta: kncana
2012), 259
2 Undang-Undang RI No.1 tahun1974 tentang Perkawinan



Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menegaskan
perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitha gan ghalidzan untuk
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.® Oleh karena
itu pernikahan bukan hanya sebuah ikatan semata namun juga sebagai bentuk

pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah.

Orang yang melakukan perkawinan hendaklah menyiapkan dengan baik
dan matang dari mental maupun fisiknya untuk mencapai tujuan pernikahan yang
sangat mulia. Tujuan pernikahan tersebut, yaitu menciptakan sebuah keluarga
yang damai dan tentram. Sebagaimana di gambarkan oleh firman Allah SWT:
Aa355 8350 a8 ey Laal) | SOl W) 551 sl Ga ST GIA O 401 (a5

O3 )840 a g8l gy ey 8 ()

dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu
isttr-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya

yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
(QS. Ar-Rum30:21)

Hikmah yang terkandung dalam perkawinan dapat menjaga kehormatan
diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang
diharamkan. Juga berfaedah untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan,

dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.

Dan pada dasarnya perkawinan untuk waktu selamanya atau sampai mati
salah satunya. Inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Agama Islam. Namun

dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan

3 Abdurraman, Kompilasi hukum islam, (Jakarta:Akademika Pressindo, 2010), 114



tersebut, dalam artian jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan maka akan
menimbulkan keburukan bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak.
Dengan begitu putusnya perkawinan adalah sebagai jalan keluar yang baik.*
Dalam al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang cerai talak yang menjadi dalil

dasar dibolehkannya perceraian yaitu Q.S. al-Bagarah ayat 229:

-~ <

u\eﬁd&YJ u&&h&_’\)h)\u}ﬁmd ALY d).u\

Y\e.\s;ulﬁ L A Laah Y1 LS & ) el Gh 3aid m\}hu

Sa 4 3304 &l Ry C m\mu@_d; \4;)&3%15\3} s

JALL” dﬂjutm\d‘jh ’MC)A_SCLA}”“
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan
cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali
Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka

jangan lah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum
Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.®

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami
istri. Putusnya perkawinan itu ada alam beberapa bentuk tergantung dari segi
siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada

4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri, melalui matinya salah

seorang suami istri.

4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 190
SDepartemen Agama, Alhidayah Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka,
(Tanggerang:Kalim, 2010), 37



2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan
dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam
bentuk ini disebut talak.

3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu
yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak
berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang
disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan
dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya
perkawinan dengan cara ini disebut khulu’.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah
melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan
tidak tepatnya hubungan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam

bentuk ini disebut fasakh.

Sedangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 38 dan
sebagaimana pula diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 vyaitu
perkawinan dapat putus karena : Kematian, perceraian, atas Keputusan

Pengadilan.®

Setiap pasangan suami istri pasti akan mendambakan keluarga yang kekal,
bahagia dan sejahtera. Namun terkadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan
yang diinginkan, muncul sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan

harus putus di tengah jalan. Ikatan perkawinan terpaksa harus diputus karena

6 Somiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty Yohyakarta,
1997), 149.



adanya perbedaan pendapat atau perselisihan antara pasangan suami istri tersebut.
Jika perselisihan antara keduanya tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai,
maka solusi terakhir yang harus ditempuh adalah jalan perceraian walaupun
sangat menyakitkan tetapi jalan itu ditempuh demi kemaslahatan bersama.
Setelah putusnya perkawinan ternyata permasalahan tidak berakhir sampai di situ.
Setelah itu, biasanya muncul permasalahan-permasalahan baru akibat dari
perceraian tersebut, salah satu di antranya adalah masalah pemeliharaan anak.
Pemeliharaan terhadap anak harus mendapat perhatian khusus dari kedua orang

tua untuk mengasuh, memelihara serta mendidik anaknya.

Pemeliharaan anak, yang dalam istilah fikih disebut dengan hadanah, pada
dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal
ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang
menjadi kebutuhan pokok anak.” Dalam konsep Islam, tangung jawab ekonomi
berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini,
tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam
menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah
adanya kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara

anak, dan mengantarkannya sampai anak tersebut dewasa.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002

tentang perlindungan anak disebutkan bahwa :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

" Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indoneia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 235.



2. Mengasuh, memelihaara, mendidik, dan melindungi anak

3. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan
minatnya

4. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

5. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau
karena suatu sebab, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) disebutkan beberapa
ketentuan hadanah: memelihara anak yang belum mumayyiz atau belum cukup
umur yaitu 12 tahun adalah hak ibunya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
Pasal 105 (a) telah disebutkan bahwa yang lebih berhak dalam mengasuh anak
yang belum mumayyiz setelah terjadi perceraian adalah ibunya. Meskipun
pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian ada di pihak ibu, namun biaya
pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya.®

Peranan seorang ayah juga sangat dibutuhkan oleh anaknya. Seorang anak
juga membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Seorang ibu seharusnya tidak
membatasi kasih sayang seorang ayah untuk anaknya meskipun telah bercerai.
Seorang ayah juga mempunyai hak untuk bertemu dengan anaknya, memberikan

kasih sayang kepada anaknya.

8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan



Untuk melaksanakan persidangan di muka Pengadilan Agama seorang
hakim harus memahami secara benar dan baik hukum acara, oleh karena itu
peranan hakim sangat penting dalam proses beracara di Pengadilan Agama.
Hakim harus menguasai hukum formal disamping hukum materiil. Menerapkan
hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan
benar.®

Asas penting yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal
189 ayat (2) dan (3) RBg hakim dalam menangani perkara perdata wajib menggali
semua bagian dari gugatan.'® Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam setiap
putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi
gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan
sebagian gugatan kemudian mengabaikan gugatan selebihnya. Begitu pula jika
dalam suatu perkara terdapat gugatan rekonvensi, hakim wajib
mempertimbangkan dan memutuskan tidak hanya gugatan konvensi saja namun
juga harus mempertimbangkan gugatan rekonvensi.

Asas lain yang harus ditaati hakim dalam menjatuhkan putusan adalah
hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau
mengabulkan lebih dari apa yang dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang
dituntut. Kemudian asas ini dikenal dengan asas Ultra Petitum yang dijelaskan
dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 Rv.! Hal

ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan MARI No.

® Mukti Arto, Praktek Perdata pada Peradilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 7.

10 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 186

11 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika,
2005), 134.



23 PK/Pd.t/1991 tanggal 20 Juni 1997. Putusan yang mengandung Ultra Petitum,
harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i’tikad baik
(good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public intersest).1?

Pada Pengadilan Agama Jombang terdapat sebuah kasus cerai gugat,
dimana seorang istri dalam gugatannya hanya meminta untuk bercerai, tanpa
disertai dengan gugatan mengenai hak asuh dan nafkah anak. Sehingga suami
mengajukan gugatan rekonvensi yang memuat adanya hak asuh anak yang masih
berumur 2 tahun. dengan demikian hakim Pengadilan Agama Jombang dalam
amar putusannya memberikan putusan apa yang diminta oleh istri tersebut, dan
dalam gugatan rekonvensi menolak permohonan suami untuk mendapatkan hak
asuh. Majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada sang istri sebagaimana
putusan No. 1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg. Akan tetapi suami merasa keberatan dan
mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka
hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam amar putusannya menguatkan
putusan Pengadilan Agama Jombang untuk menjatuhkan talak, namun dalam
gugatan rekonvensi membatalkan putusan Pengadilan Jombang yang amar
putusan menunjuk istri untuk mengasuh dan memelihara anak. Disini ada
perbedaan pendapat antara hakim Pengadilan Agama Jombang dan hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam melakukan pertimbangannya dalam
perkara cerai gugat.

Berangkat dari hal itu penulis ingin menganalisis sebuah dokumen

putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 231/Pdt.G/2019/PTA/Shy atas

12 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarya: Sinar Grafika, 2012), 801



B.

putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg tentang
penatapan Hadanah dalam perkara cerai gugat. Dalam perkara cerai gugat ini
diajukan oleh istri kepada suaminya pada Pengadilan Agama Jombang No.
1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg. akan tetapi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang dalam sub bagian
gugatan rekonvensi karena dianggap ultra petita.

Oleh karena itu penulis dalam skripsi ini menganalisis alasan-alasan dan
dasar hukum yang digunakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam
menyelesaikan perkara No. 231/Pdt.G/2019/PTA/Sby untuk membatalkan
putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg dalam sub
bagian gugatan rekonvensi mengenai hadanah.

Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
1. Identifikasi

Agar pembahasan skripsi ini tepat sasaran dan sesuai dengan yang
ditargetkan, maka dalam skripsi ini diperlukan identifikasi dan batasan masalah.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang bisa
diidentifikasi adalah sebagai berikut :

a. Pengertian hadanah atau hak asuh anak

b. Dasar hukum hadanah

c. Pengertian ultra petita

d. Pertimbangan hukum majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya No. 231/Pdt.G/2019/PTA/Sby



e. Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
No. 231/Pdt.G/2019/PTA/Shy
f. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jombang
dalam putusan No. 1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg
2. Pembatasan Masalah
Batasan masalah digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan agar
terhindar dari kerancuan serta kesalah pahaman dalam luasnya identifikasi
penelitian, sehingga perlu diberikan adanya batasan-batasan masalah. Oleh
karena itu penuilis membatasi karya ilmiah dengan batasan :
a. Pertimbangan Hakim PTA Surabaya dalam Membatalkan Putusan PA
Jombang tentang Penetapan Hadanah
b. Analisis Yuridis terhadap putusan PTA Surabaya dalam Membatalkan
Putusan PA Jombang tentang Penetapan Hadanah
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah dalam
penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimana Putusan PTA Surabaya atas Pertimbangan Hakim PA Jombang
tentang Penetapan Hadanah?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Putusan PTA Surabaya atas Putusan PA
Jombang tentang Penetapan Hadanah?
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti. Sehingga terlihat
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jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi
dari kajian atau penelitian tersebut. Ada beberapa karya tulis yang berhubungan
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah:

Arif Hilmih Jailani, dalam skripsinya yang berjudul Analisis Yuridis
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No0.1218/Pdt.G/2013/PA/Ngj
Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah. Skripsi ini
menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Nganjuk menerima dan memutus hak
hadanalmya terhadap anak yang belum mumayyiz kepada ayah, karena ibunya
telah melakukan tindakan tercela, yaitu memiliki hubungan khusus dengan laki-
laki lain. Oleh karena itu hal tersebut dipandang bahwa ibu tidak berhak
melaksanakan hak pemeliharaan anak, sehingga hakim berhak untuk
memutuskan hak tersebut kepada ayah yang juga mempunyai hak hadanah dan
telah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak Aadanah.*®

Nailil Maghfiroh, dalam skripsinya yang berjudul Studi Analisis Yuridis
Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap Pemberian Hadanah
kepada Ayah. Skripsi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya — Syariah / AS
tahun 2016 ini, menjelaskan bahwa putusan yang dilakukan oleh Pengadilan
Agama Surabaya memberikan hadanah kepadah ayah. Pertimbanganya
diakarenakan ibunya tidak mampu untuk mengurus anaknya, seperti sering

menelantarkan anak dan lain sebagainya.

13 Arif Hilmih Jailani, Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk
No0.1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah,
(Skripsi:UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

14 Nailil Maghfiroh, Studi Analisis Yuridis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap
Pemberian Hadanah kepada Ayah, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)
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Ahmad Nafidzul Azizi, dalam skripsinya yang berjudul Analisis Hukum
Islam terhadap Hak Asuh Anak Belum Dewasa yang diberikan kepada Ayah
(Studi Putusan Nomor:894/Pdt.G/2008/PA.Pas). Skripsi mahasiswa IAIN Sunan
Ampel Surabaya — Syariah / AS tahun 2012 ini, menjelaskan bahwa keputusan
yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dalam sengketa hak asuh anak
yang memberikan hadanah kepada ayah didasarkan atas kemaslahatan anak, agar
agama anak dapat terjaga dan tidak mengikuti agama yang ada di lingkungan
ibunya.®®
E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Putusan PTA Surbaya atas PA Jombang tentang
Penetapan Hadanah
2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap Putusan PTA Surabaya atas
Putusan PA Jombang tentang Penetapan Hadanah
F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran
bagi disiplin ilmu secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk 2
(dua) aspek, yaitu:
1. Dari segi teoritis, sebagai upaya pngembangan ilmu pengetahuan bagi penulis

maupun pembaca khususnya yang berkaitan dengan sadanah

15 Ahmad Nafidzul Azizi, Analisis Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Beluum Dewasa yang diberikan
kepada Ayah (Studi Putusan Nomor:894/Pdt.G/2008/PA.Pas), (Skripsi:lIAIN Sunan Ampel Surabaya,
2012).

12



2. Dari segi praktisnya, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perkara cerai gugat dalam

penetapan hadanah oleh pengadilan agama.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah

pahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa

maksud dari sub judul sebagai berikut:

Analisis Yuridis Putusan: menganalisa dengan Undang-Undang, adapun Undang-

Hadanah

undang yang dimaksud adalah UU No.1 tahun 1974,
HIR Pasal 178 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
No.3 Tahun 2018 terhadap putusan yang diangkat.
Dalam hal ini putusan ialah hasil akhir yang diambil dari
suatu pemeriksaan didasarkan pada pertimbangan
hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta atas
keyakinan hakim, diucapkan dalam sidang pengadilan.
Dalam hal ini yang dimaksud adalah putusan PA No.
1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg dan putusan PTA No.
231/Pdt.G/2019/PTA/Shy.

‘Hak untuk mengasuh (merawat dan mendidik) anak

kecil.

Jadi yang dimaksud dengan “Analisis Yuridis terhadap Putusan PTA

Surabaya

No0.231/Pdt.G/2019/PTA/Sby  atas  Putusan PA  Jombang

No0.1828/Pdt.G/PA/Jbg tentang Penetaan Hadanah” adalah menganalisa putusan
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hakim Pengadilan Tinggi Agama yang membatalkan putusan hakim Pengadilan
Agama Jombang tentang hadanah dalam perkara cerai gugat dengan perspektif
Yuridis.
. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan imiah yang di dasarkan pada
metode, sitematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum tertentu. Adapun dalam skripsi ini peneliti menggunakan
metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ~ tentang  analisis  yuridis  terhadap  putusan PTA
231/Pdt.G/2019/PTA/Shy atas putusan PA Jombang No.
1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg adalah penelitian yang bersifat penelitian pustaka
(library  research). Pentingnya penelitian ini diangkat untuk menganalisa
apakah telah benar penerapan teori yang digunakan oleh PTA Surabaya dan
PA Jombang yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara

yang ditanganinya.

2. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam pembahasan skripsi ini bertuuan agar nantinya
dapat dipertangung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang
diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:
a. Data Primer
Data tentang isi Putusan Pengadilan Agama Jombang No.

1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg dan putusan Pengadilan Tinggi Agama
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Surabaya No. 231/Pdt.G/2019/PTA/Sby. yang meliputi identitas para
pihak (Penggugat dan Tergugat), duduk perkara, gugatan, petitum,
jawaban tergugat, gugatan rekonvensi, petitum dalam gugatan rekonvensi,
keterangan saksi, pertimbangan majelis hakim dan yang terakhir adalah
amar putusan.

Data Sekunder

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jombang dan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

3.  Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penlitian ini adalah :

a.

Sumber Primer
Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik
melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen
yang kemudian diolah oleh peneliti. Dan sumber primer yang dimaksud
disini  adalah  putusan dalam perkara cerai gugat No.
1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg dan putusan No. 231/Pdt.G/2019/PTA/Shy.
Sumber Sekunder
Sumber sekunder adalah data yang diambil dan diperoleh dari bahan
pustaka atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan
penulis bahas diantaranya:

1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018

2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

3) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
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4) Yurisprudensi pada Putusan MARI No. 23 PK/Pd.t/1991
5) HIR dan RBg

6) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
7) Abd Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik
dokumentasi. Dokumentasi yaitu dengan pengumpulan data yang ada
pada dokumentasi, obyek-obyek penelitian terkait serta catatan-catatan
lainnya yang terdapat di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya. Diantaranya berkas perkara putusan
pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 231/Pdt.G/2019/PTA/Sby dan

putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg.

5. Teknik Analisis Data
Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis
dengan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan mengenai Putusan
Pengadilan Tinggi Agama nomor 231/Pdt.G/2019/PTA/Sbhy dan putusan
Pengadilan Agama Jombang No. 1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg., sehingga
menghasilkan pemahaman yang konkrit, kemudian dikemukakan teori-
teori dan undang-undang yang berlaku, yang selanjutnya diterapkan
dalam pola khusus yakni data yang diperoleh dari Putusan Nomor
231/Pdt.G/2019/PTA/Sby dan putusan Pengadilan Agama Jombang No.

1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg.
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Sistematika Pembahasan

Sistematika mempermudah pembahasan, maka diperlukannya suatu
sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB | pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan gambaran
umum berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Il berisi landasan teoritis, bab ini menerangkan secara rinci tentang
hadanah, yang berisi pengertian, dasar hukum, yang berhak dalam melakukan
hadanah, syarat-syarat pemegang hadanah dan pengertian mengenai Ultra
Petitum

BAB III berisi data penelitian tentang putusan PA Jombang dan PTA
Surabaya tentang harta bersama yang meliputi gambaran umum PA Jombang dan
PTA Surabaya, putusan PA Jombang tentang sadanah dalam perkara cerai gugat,
dan putusan PTA Surabaya tentang Aadanah dalam perkara cerai gugat.

BAB 1V berisi analisis yuridis terhadap putusan PA Jombang dan PTA
Surabaya tentang hadanah yang meliputi analisis terhadap dasar putusan hakim
PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Jombang, Analisis terhadap teknik
pengambilan hukum hakim PTA Surabaya, dan analisis implikasi putusan PTA
Surabaya terhadap putusan PA Jombang.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB Il

HADANAH DAN PUTUSAN PENGADILAN

A. Pengertian Hadanah
1. Pengertian Hadanah
Anak adalah anugrah terindah rumah tangga yang akan menentukan
bahagia atau tidaknya sebuah keluarga. Begitu penting kedudukan anak ini
dalam sebuah keluarga, maka tidaklah mengherankan jika hukum keluarga
Islam memberikan aturan khusus tentang Hadanah menurut Mahmud Yunus
dalam kamus Arab-Indonesia “hadanah-yahduniwhadan”, yang berarti
mengasuh anak, memeluk anak.'® Selain itu juga bermakna mendekap,
memeluk, mengasuh, dan merawat.)’ Hadanah menurut istilah ialah
pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri, mengurus
dirinya sendiri.®
Menurut figih, hadanah berarti mengasuh anak kecil atau anak yang
belum dapat hidup mandiri, menjaganya dari sesuatu yang membahayakan,
memberi pendidikan fisik ataupun psikis, dan mengembangkan kemampuan
intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.'®
Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa hadanah adalah

melakukan pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, baik laki-laki

16 Mahmud Yunus, Kamus arab-indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 105

17 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia al munawir, (Surabaya: Pustaka Progresif,
1984), 295

18 Abdul Rahman Ghazaly, figh munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 175

19 Sulaiman Rasyid, figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1998), 306



maupun perempuan yang belum mumayyiz sampai anak tersebut dapat
bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
2. Dasar Hukum Hadanah
Sejatinya hadanah adalah hak bagi anak yang belum dewasa, karena ia
membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya. Dan orang
pertama yang memiliki kewajiban itu adalah kedua orang tuanya. Sebagaimana

firman Allah dalam Surat At-tahrim ayat 6:

ajbd\jwu\uqﬁ)\)ues.\h\je&um\ \js\).m\ u.ml\l.g_\\l_a
UJJAJJLAUJLA.\}?AJA‘LQAJJ\ UJMYJ\JML)\L&)@@.E:
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan
apa yang diperintahkan”%°

Dalam ayat tersebut orang tua diperintahkan Allah s.w.t. untuk menjaga
keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar semua anggota keluarganya
itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah s.w.t.
termasuk dalam keluarga yaitu anak, karena pada hakikatnya adalah sebuah
anugrah dari Tuhan.

Allah s.w.t. juga berfirman dalam surat al-Bagarah ayat 233 yang

berbunyi:

de i &t U\JU\UAUMSUAP&WJ\UM S5
Y\WU&YMJMD')MSJUQJJJ J)S}AMLAQ}
d.\Ak_I‘)\J";Q‘jbﬂydﬁ‘ﬁjyy‘jujybi\j‘)@yw‘j
Lagile #U4 Db 383 Lgle Gl i (e Yliad 2151 33 &Il

20 Departemen Agama,Alhidayah Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, 561
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°°°° \uﬁdu‘d\esﬂccu};)\ﬁ(as&y‘j\ ‘M‘)Mu\e.m‘)\u‘j

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban
ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang
ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin
anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.””?

Ayat di atas memberi gambaran kepada kita untuk mengasuh anak
adalah sebuah kewajiban, bahkan membimbing anak sejak menyusui hingga
menafkahi, akan tetapi membimbing itu tanpa membebani siapapun baik ayah
atau ibu maka dari itu dalam ayat tersebut tidak ada paksaan dalam merawat
dan membimbing anak.

Di samping itu, UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
menjelaskan tentang pengasuhan anak, pada Pasal 26

a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat
dan minatnya

3) Mencegah terjadinya perkawinan usia muda?

3. Syarat-syarat hadanah

21 |bid, hal 38
22 Undang-Undang No.23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: PT. Citra Umbara,
2008), 13-14
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Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa hadanah adalah hak
setiap anak. Melihat begitu pentingnya proses pengasuhan anak, maka terdapat
persyaratan tertentu untuk dapat mengasuh dan merawat seorang anak,
sehingga banyak ulama fikih yang mengatakan hal tersebut.

Sayyid sabiq dalam fikih Sunnah: seorang pengasuh yang menangani
kepentingan anak yang diasuhnya memiliki kecukupan dan kecakapan secara
mental dan finansial. Kecukupan dan kecakapan tersebut membutuhkan syarat-
syarat tertentu. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan gugur
kewajiban menyelenggarakan hAadanalnya. Adapun syarat-syarat tersebut
ialah:

a. Berakal sehat, oleh karena itu seseorang yang kurang akal dan gila,

tidak boleh memegang hadanah.

b. Berkecukupan. Orang yang buruk finansialnya tidak dapat mengurus
dirinya sendiri, oleh karena itu orang yang kurang mampu tidak bisa
dipasrahi merawat anak.

c. Dewasa. Anak kecil sekalipun mumayyiz, tetapi ia tetapi ia tetap
membutuhkan orang lain yang dapat mengurusi urusannya dan
mengasuhnya karena tidak boleh menangani urusan orang lain.

d. Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak baik bagi anak
kecil dan tidak dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban
dengan baik. Dikhawatirkan anak yang diasuh akan meniru

kejelekannya.
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e. Islam. anak yang kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh
pengasuh non muslim, sebab hAadanah merupakan masalah
perwalian. Sedangkan Allah tidak memperbolehkan orang mukmin
di bawah perwalian orang kafir.?

B. Hadanah dalam KHI dan UU No. 1 tahun 1974

Fikih mengenal istilah pemeliharaan anak dengan hadanah yang
memiliki definisi merawat dan mendidik anak yang belum mumayyiz. Para
ulama fikih menyatakan wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun
terdapat perbedaan pendapat dalam persoalan hadanah merupakan suatu
kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu
telah putus karena perceraian. Mengenai hak asuh anak tetap diberikan kepada
orang tua, sebagaimana yang telah diatur dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974.
KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua pada anak
dengan mempergunakan istilah “pemeliharaan anak™ pada Pasal 98 sampai
dengan 112, dimana Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 khusus mengatur
tentang perwalian. Pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat Pasal yang

mengatur tentang hadanah diantaranya pada Pasal 105 sebagai berikut:
1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

adalah hak ibunya.

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memlih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

pemeliharaanya.

2 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Bandung : PT Al Ma’Arif) cet ke 2, 179
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3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.?*

Jika melihat ketentuan Kompilasi Hukum Islam, maka jelas bahwa KHI
menggunakan sistem kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh al-
Quran.?® Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada seorang ibu
untuk memegang hak hadanah sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun.
Akan tetapi, setelah anak berusia 12 tahun, maka untuk menentukan hak
hadanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah

ia bersama ibu atau ayahnya.

Selain Pasal 105 KHI di atas, terdapat dalam Pasal 98 yang mengatur

tentang pemeliharaan anak, yang berbunyi:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun
sepanjang anak tersebut memiliki tidak cacat fisik maupun mental atau
belum pernah melangsungkan perkawinan.

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum
di dalam dan di luar Pengadilan.

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang
mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak

mampu.®

24 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 32

M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusal), (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), 108.

26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
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KHI menjelaskan bahwa setelah terjadinya perceraian hak asuh anak
yang belum mumayyiz adalah hak ibu dan setelah mumayyiz menjadi hak anak
tersebut untuk memilih ikut kepada ayah atau ibunya, akan tetapi biaya

pemeliharaan tetap tanggung jawab seorang ayah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara
khusus mengatur pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan,
terlebih dengan menggunakan istilah Aadanah. Namun UU secara umum
mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum dalam

Pasal-pasal sebagai berikut:

Pada Pasal 41 menerangkan akibat putusnya perkawinan karena

perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban menjaga dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. apabila ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi
keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang dibutuhkan anak itu. jika bapak dalam kenyataan tidak
dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan
bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan

istri.
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1.

Pasal 45
Kedua orang tua harus menjaga dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya.
Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku
sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku

terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 49

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap
seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua
yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung
yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan
Pengadilan dalam hal-hal:

a. la sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.

b. la berkelakuan tidak baik
Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
Sebagaimana penjabaran ketentuan diatas dapat disimpulkan, baik anak
itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, yang menjamin biaya
pemeliharaan dan pendidikan ialah bapak. Mengenai jumlah biaya
ditentukan atas dasar kebutuhan anak, sesuai dengan kemampuan
ekonomi bapaknya, apabila keadan ekonomi bapaknya dalam kesulitan

maka ibu juga wajib membiayai anak.
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C. Putusan Pengadilan
1. Defnisi Putusan Pengadilan

Tujuan dari adanya suatu proses di muka persidangan adalah untuk
memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan
ketentuan Pasal 178 HIR, jika pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim
dengan jabatanya dapat melakukan musyawarah untuk mengambil putusan
yang akan dijatuhkan. Yang dimaksud dengan proses pengambilan keputusan
lalah proses yang dijalani suatu perkara sejak pelimpahannya sampai
diperolehnya putusan pengadilan atas perkara tersebut.?” Apabila setiap tahap
pemeriksaan persdangan terselesaikan, maka majelis hakim menyatakan
pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau
pengucapan putusan.

Agar berjalannya suatu proses persidangan untuk memperoleh putusan,
terlebih dahulu hakim menetapkan fakta-fakta yang dianggapnya benar dan
berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini menerapkan hukum yang berlaku
antar dua pihak yang berselisih, dengan menetapkan hukum.? Oleh karena itu
dalam putusan-putusan pengadilan selalu dapat dibaca terlebih dahulu
pertimbangan-pertimbangan mengenai duduk perkaranya dan kemudian
pertimbangan-pertimbangan mengenai hukumnya.

Yang dimaksud putusan adalah hasil kesimpulan dari susuatu yang

telah dipertimbangkan, dan dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Putusan

%7 Harun M. Husein, Kasasi sebagai Upaya Hukum,
28 R, Subekti, Hukum Acara Perdata,
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(Vonis) in merupakan hasil akhir dari pemeriksaan di sidang Pengadilan.?®
Sesuai penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 memberikan
definisi putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan Pengadilan atas
perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.

Putusan memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk
melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, dan untuk menghukum
sesuatu. Amar putusan bersifat menghukum (condemnatoir) seperti
menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah, atau bersifat menciptakan
(constitutoire) menceritakan antar Penggugat dan Tergugat. Perintah
pengadilan ini memiliki daya paksa untuk dilaksanakan atau dieksekusi.*

2. Asas Putusan

Asas yang harus ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan tidak
mengandung cacat, yaitu.3!

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Suatu putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimabangan
yang jelas dan cukup. Alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan
bertitik tolak dari kententuan: pasal-pasal tertentu, perundang-
undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan dan doktrin hukum. Sesuai
dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, bahwa:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan

tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-

2 |_eden Marpaung, Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya, 36

30 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama dilndonesia, 238
31 Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. (Jakarya: Sinar Grafika, 2012). 797-803

27



undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengadili.
b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Diatur dalam Pasal 178 (2) putusan harus secara total menyeluruh
memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak
boleh memeriksa dan memutus sebagian saja.
c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Ultra Petita dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai
penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan
lebih daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat
(2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.*
Sedangkan, menurut 1.P.M. Ranuhandoko ultra petita adalah melebihi
yang dminta.>®

Asas ultra petitum partium diatur dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3)
RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak
bolen mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam
gugatan. Yahya Harahap berpendapat, hakim yang mengabulkan
tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah
melampui wewenang, yakni bertindak melampui wewenangnya.

Apabila putusan mengandung ultra petita, maka putusan tersebut

harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad

32 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Komstitusi, Hukum Acara Mahkamah
Konsttusi, (Jakarta: Sekjen MKRI), 34
33 1.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 34
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baik (Good Faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (Public
Interest).®* Namun, Mertokusumo berpendapat, dengan mendasarkan
pada putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan
boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal
adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas ultra
petita tidak berlaku secara mutlak sebab, sebab hakim dalam
menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus
berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan
perkara.®®
d. Diucapkan di muka umum

Sesuai dengan asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus
berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan
demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal
sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas fair trial.
Tujuan utamanya adalah untuk menjamin proses peradilan terhindar
dari perbuatan tercela dari pejabat peradilan. Ditegaskan dalam Pasal
20 UU No. 4 tahun 2004, yang berbunyi: “ semua putusan pengadilan
hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum”.%

Walaupun dalam pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap

diucapkan dalam sidang terbuka. Selain persidangan harus terbuka

34 Yahya Harahap, hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 801

3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yoyakarta: Liberty, 1993), 802

36 Anshori, Peradilan Agama di Indonesia, 150
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untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang

pengadilan.
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BAB Il1

DATA HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Putusan No. 1828/Pdt.G/2018/PA.Jbg. di Pengadilan Agama

Jombang

Guna memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan
permasalahan awal terjadinya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama

Jombang dalam putusan No. 1828/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

1. Duduk Perkara di Pengadilan Agama Jombang

Pada tanggal 07 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Jombang dengan Nomor: 1828/Pdt.G/2018/PA.Jbg. yang berisi
gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat).

Perkara ini berawal dari ikatan perkawian yang sah antara Penggugat,
umur 29 tahun, ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten
Jombang, dengan tergugat umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat
tinggal di Kabupaten Malang. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
telah menikah pada tanggal 25 April 2015, dan dicatat pada kantor Urusan
Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dengan status Penggugat

Perawan dan Tergugat Perjaka.



Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya
suami istri dan mengambil tempat tinggal bersama di rumah Tergugat. Dari
hasil perkawinan tersbut menghasilkan 1 orang anak .

Pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan
baik-baik saja, namun sekitar 7 bulan kemudian hubungan antara keduanya
mulai kurang baik dan sering terjadi pertengkaran. Segala sesuatu yang
dilakukan oleh Penggugat tidak ada benarnya sehingga selalu terjadi
pertengkaran terus menerus, dan setiap petengkaran tersebut orang tua tergugat
selalu ikut campur. Penggugat sudah meminta Tergugat untuk pindah rumah
agar bisa mandiri namun Tergugat tidak mau, karena Tergugat lebih memilih
bersama orang tuanya. Pertengkaran tersebut terus berlanjut dan pada akhirnya
pada akhir tahun 2015 Penggugat dalam keadaan hamil dipulangkan ke rumah
orang tua Penggugat di Jombang hingga anak yang dalam kandungan tersebut
lahir di Jombang.

Dalam jangka waktu tersebut Penggugat dibiarkan selama 2 tahun lebih
tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada hubungan lahir batin lagi. Sikap dan
perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan
lahir batin yang berkepanjangan akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi
meneruskan rumah tangga dengan Tergugat.

Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun

kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengggugat mengajukan gugatan
kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang, untuk berkenan memutuskan
sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

b. Menjatuhkan talak satu Ba’in dari Tergugat terhadap Penggugat

c. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang

berlaku.

d. Atau apabila Pengadilan berpandangan lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak
datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Bahkan
sebelum dibacakan gugatan Penggugat Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak berperkara, melalui mediasi dengan mediator
MUH. NUR, S.H., Mediator Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan
mediasi antara para pihak telah gagal.

a. Dalam Konpensi

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan
jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-
dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang memang diakui kebenarannya oleh
Tergugat, baik diakui secara langsung maupun tidak langsung. Tergugat
membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami

istri dan dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak.
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Tergugat membantah dalil Penggugat, tidak benar jika sumber
pertengkaran adalah dari Tergugat serta adanya campur tangan orang tua
Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Yang benar, justru
keluarga Penggugat yang selalu ikut campur.

Tergugat juga membantah dalih Penggugat yang menyatakan bawa
Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tuanya di Jombang.
Tergugat juga menampik jika selama ini Penggugat dibiarkan oleh Tergugat
selama 2 tahun dan sudah tidak ada komunikasi lahir-batin lagi. Selama ini
Tergugat tetapi berusaha dan berkeinginan untuk mengajak Penggugat pulang
dan tinggal serumah dengan orang tua Tergugat di Malang, akan tetapi, oleh
karena Penggugat tidak mau dan pada tahun 2015 Penggugat telah
mengembalikan cincin perkawinan kepada Tergugat dan bahkan waktu itu
Penggugat melarang Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat,
maka senyatanya Tergugat mengalami kesulitan untuk bertemu dan menjalin
komunikasi yang baik dengan Penggugat.

Karena Penggugat bersikukuh untuk minta dicerai, sejalan dengan apa
yang dikehendaki dan diinginkan Penggugat selama ini, maka berdasarkan
fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut pada prinsipnya
Tergugat tidak keberatan dengan syarat hadanah (Hak Asuh Anak) yang
berumur : 2 tahun, ditetapkan berada pada Tergugat

b. Dalam Rekonpensi

1) Pada intinya menegaskan bahwa: “gugatan soal penguasaan

anak, nafkah anak, dan harta-bersama suami istri, dapat
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diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun
sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.%’
Dengan demikian, maka gugatan Rekonpensi yang diajukan
oleh Penggugat Rekonpensi bersama-sama dengan mengajukan
jawabannya ini adalah dibenarkan dan diperbolehkan
berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas.

2) selama ini Penggugat Rekonpensi sangat kesulitan untuk bisa
bertemu dan selalu dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonpensi.

3) Oleh karena selama ini Penggugat Rekonpensi mengalami
kesulitan untuk bertemu dan memberikan nafkah anak kepada
anak, bahkan sampai dengan saat ini Penggugat Rekonpensi
tidak mengetahui bagaimana kesehatan jasmani dan rohani anak
dan tidak mengetahui dimana keberadaan anak tersebut, padahal
Penggugat Rekonpensi dalam keadaan mampu untuk
bertanggung-jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan
anak tersebut, Maka sudah selayaknya dan seharusnya apabila
gugatan Penggugat Rekonpensi ini dikabulkan oleh Yang
Mulya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini.

4)  Agar Tergugat Rekonpensi tidak menunda-nunda pelaksanaan

putusan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(inkracht van gewisjde), maka mohon kepada Majelis Hakim

37 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
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agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
perhari, untuk setiap keterlambatan Tergugat Rekonpensi
melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan
dalam persidangan.

Dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi meminta kepada Majelis

Hakim Pengadilan Agama Jombang agar memberikan putusan yang amarnya :
Dalam Pokok Perkara
Dalam Konpensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba’in Sughro Tergugat kepada Penggugat.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Pengguagat Rekonpensi seluruhnya.

2. Menetapkan hadanah (Hak Asuh Anak) berumur 2 tahun 9 bulan,
Jenis Kelamin : Laki-laki, berada pada Penggugat Rekonpensi

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Penggugat) untuk menyerahkan
anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dwangsom
(uang paksa) sebesar : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk
setiap hari keterlambatan penyerahan anak kepada Penggugat

Rekonpensi, terhitung sejak putusan dibacakan.
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5. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yan berlaku. Apabila
Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya hukum dan keadilan.
Terima kasih.

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik
secara tertulis tanggal 19 November 2018 yang selengkapnya telah termuat
dalam berita acara sidang perkara ini.

Sehubungan dengan replik Penggugat tersebut, Tergugat
menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 26 November 2018 yang
selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat di persidangan
telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda dengan (P.1)

2. Foto copy KTP yang diberi tanda dengan (P.2)

Selain bukti surat, Penggugat menghadapkan keluarga atau orang
dekatnya, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: SRI UTAMI binti H. NUR SHOLEH
Saksi I1: NUR SIYO bin SIPON

Untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah

mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda dengan (T.1).
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2. Foto copy Print Out percakapan pada Media Sosial , telah bermeterai

cukup, kemudian diberi tanda dengan (T-2) .

Selain bukti surat, Tergugat menghadapkan keluarga atau orang
dekatnya, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: DYAH AMINARNI binti SUWONDO

Saksi II: MUKAROMAMH binti H. TOHIR

Dengan hal itu Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti
yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2018 Penggugat memberikan
kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya,
sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada
pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon
putusan.

2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim

a. Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 25 April 2015, dan perkawinan tersebut hingga saat ini
belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing
untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Tergugat yang berkedudukan sebagai PNS telah memperoleh surat
jawaban atas permohonan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian

Humas Pemerintah Kota Batu tertanggal 31 Oktober 2017, dengan demikian
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maka Tergugat dianggap telah memenuhi syarat administratif, oleh karenanya
pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.3®

Majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak  untuk
menempuh mediasi, ¥namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Mediator
Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan mediasi antara para pihak telah
gagal.

Alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya
sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran tersebut terus berlanjut dan pada
akirnya pada akhir tahun 2015 Penggugat dalam keadaan hamil dipulangkan
ke rumah orang tua Penggugat di Jombang hingga anak yang dalam kandungan
tersebut lahir di Jombang, yang berlanjut pisah tempat tinggal selama 2 tahun,
keluarga masing-masing pihak telah berusah merukunkan tetapi tidak berhasil.

Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat, sumber
pertengkaran adalah dari Tergugat serta adanya campur tangan orang tua
Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka
Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya
masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.*® Oleh

karena itu, jika melihat jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di

38 peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990
39 PERMA Nomor 1 tahun 2016
40 H|R, Pasal 163
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atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam
perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi masing-
masing bernama: SRI UTAMI binti H. NUR SHOLEH dan NUR SIYO bin
SIPON.

Adapun bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah
bermeterai dan cocok dengan aslinya. Bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda
penduduk yang telah bermeterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti
tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna
dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat
bukti.

Adapun 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena Tergugat menghendaki Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat,
sedangkan Penggugat menghendaki tinggal mandiri, tetapi Tergugat keberatan,
akhirnya sering terjadi pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan, dan sejak itu

diantara mereka tidak pernah terlihart rukun ataupun tinggal serumah lagi
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sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.

Keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan
pengetahuan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait
antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan
orang dekat Penggugat, maka saksi-saksi Penggugat, tersebut dipandang telah
memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi
tersebut merupukan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.**

Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan
alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, serta 2 saksi masing-masing bernama:
DYAH AMINARNI binti SUWONDO dan MUKAROMAH binti H. TOHIR.

Adapun bukti T.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah
bermeterai dan cocok dengan aslinya. Bukti T.2 berupa fotokopi kartu tanda
penduduk yang telah bermeterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti
tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna
dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat
bukti.

Dan menurut 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Penggugat tidak mau tinggal serumah dengan orang tua

Tergugat dan ingin mandiri, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah

41 |bid, Pasal 172
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pisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan, dan sejak itu diantara mereka
tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana
layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka,
namun tidak berhasil.

Dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu
bain sughro Tergugat kepada Penggugat. Untuk melakukan suatu perceraian
harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.*? Salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan
tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.*?

Sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur
yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun
cerai gugat yaitu:

1) Adanya alasan telah terjadinya perselisinan dan pertengkaran yang
terus menerus.

2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun

3) Pengadilan telah berupaya mndamaikan suami istri tapi tidak berhasil.
Unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan

mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan

42 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 39
4 PP No.9 tahun 1975 tentang perkawinan, Pasal 19
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Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah
memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Apabila dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam
satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah
tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi
Penggugat dan Tergugat.

Disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar
Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Figh Sunnah” Juz II halaman 248
yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Jika telah menggugat
istri di muka pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan
suami, sedangkan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah
tangganya, dan mereka sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh hakim, maka
hakim menyatakan talak baik kepada istri tersebut.

Dalam perkara ini, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat
(istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah
bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak
Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka
2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

sughro Tergugat kepada Penggugat.
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b. Dalam Rekonpensi

Guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak

dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula

Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi

Tergugat Rekonvensi. Segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada

relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam

Rekonvensi.

Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan

balik tersebut masih dalam tahap jawab-menjawab, karena gugatan Penggugat

Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.**

Mengingat bahwasannya Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
Menetapkan hadanah (Hak Asuh Anak) anak yang bermur 2 tahun
9 bulan, jenis kelamin: laki-laki, berada pada Penggugat
Rekonpensi.

Menghukum  Tergugat Rekonpensi  (Penggugat)  untuk
menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi.
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dwangsom

(uang paksa) sebesar: Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk

4 HIR, Pasal 132
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setiap hari keterlambatan penyerahan anak kepada Penggugat
Reknpensi, terhitung sejak putusan dibacakan.

5) Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tentang Hadhonah:

Meminta hak asuh atas seorang anak Penggugat Rekonpensi dan
Tergugat Rekonpensi yang berumur 2 tahun agar ditetapkan dalam asuhan

Penggugat Rekonpensi.

Sehubungan dengan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, maka
Tergugat Rekonpensi mengajukan replik dalam konpensi dan jawaban dalam
rekonpensi, yang pada pokoknya keberatan atas gugatan Penggugat
Rekonpensi tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut masih belum

mumayyiz (belum berumur 12 tahun).

Oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi dibantah oleh Tergugat
Rekonpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat
Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diberi kesempatan untuk membuktikan
dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.
Saat persidangan Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti surat
sebagaimana tertulis dalam penduduk perkara tersebut diatas, selanjutnya

bukti-bukti surat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Bukti T.1 berupa photo copy akte nikahh, diketahui bahwa Penggugat
Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan pada konpensi. Bukti T.2

berupa fotokopi printout percakapan pada medsos (Whatsapp), tanpa
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ditunjukan aslinya dan tidak disertai keterangan, maka majelis berpendapat
bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti awal dan harus didukung oleh bukti

yang lain.

Berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi jawaban Tergugat
Rekonpensi dan keterangan para saksi tersebut di atas terbukti bahwa
Penggugat Rekonpensi adalah ayah kandung dari anaknya yang berumur 2
tahun dengan demikian Penggugat Rekonpensi berkualitas sebagai subjek

hukum (legitima persona stand in judicio) dalam perkara a quo.

Jika melihat pada gugatan Penggugat Rekonpensi point 2, yang
meminta agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai hak asuh atau
hadhonah atas anak berumur 2 tahun ditetapkan pada Penggugat Rekonpensi
dengan alasan selama ini Penggugat Rekonpensi mengalami kesulitan untuk

bertemu dan memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonpensi.

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau
guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu sesuatu hak
orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya
hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti
membuktikannya.®® Dalam Putusan MA No. 3164 k/Pdt/1983 ditegaskan

bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang

4> KUHPerdata, Pasal 1865
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mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib

membuktikan dalil gugatannya.

Pada persidangan Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti
tertulis T.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang merupakan bukti
awal, namun alat bukti tersebut tidak didukung oleh bukti yang lain sebab 2
orang saksi Penggugat Rekonpensi tersebut tidak ada yang menguatkan dalil
gugatan Penggugat Rekonpensi, hanya saksi yang pertama dari Penggugat
Rekonpensi yang menerangkan bahwa tidak tahu sekarang dimana cucunya

berada.

Dalam hal ini majelis mengutip pendapat Dr.Drs.H.A. Muki Arto,
SH.,M.Hum dan Ermanita Alfiah, SH., M.H. sebagai pendapat majelis, dalam
bukunya yang berjudul Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah, halaman
117, bahwa pemegang hadanah adalah orang yang paling dominan, dalam siapa
yang akan diserahi sebagai pemegang sadanah, maka hakim berpedoman pada
fakta siapakah diantara ayah atau ibu yang lebih dominan dapat memberi

perlindungan pada anak tersebut.

Menimbang, bahwa faktanya selama ini dalam waktu sekitar 3 tahun
anak tersebut dalam asuhan Tergugat Rekonpensi dalam keadaan sehat dan
aman, bahkan secara psikologis, seorang anak yang hidup tanpa ibu dapat
mengalami trauma sebagaimana uraian Ana Freud. Dan tidak terbukti pula

Tergugat Rekonpensi sebagai seorang ibu yang amoral.
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena
alasan-alasan gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak, dan agar terwujud
kepastian hukum siapa pemegang hadanah atas anak tersebut, hal ini sesuai
dengan pendapat Dr.Drs.H.A. Muki Arto,SH.,M.Hum dan Ermanita
Alfiah,SH.,M.H., dalam bukunya yang berjudul Urgensi Dwangsom alam
Eksekusi Hadanah, halaman 115 yang dalam hal ini diambil alih sebagai
pendapat majelis dalam perkara ini, karena hal ini telah memenuhi syarat-
syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 105 huruf a, dan Pasal 156

huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagai
pertimbangan majelis, pendapat pakar hukum islam yang terdapat dalam kitab

Al bajuri Jus Il halaman 195 yang berbunyi sebagai berikut:

adiliad; A (ed M e Al 48535 JASN (0B 1305
Artinya: apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia

mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya
lebih berhak untuk memeliharanya.

Meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua
dengan anaknya tetap melekat, karena itu sesuai hasil Rapat Peleno Kamar
Agama Mahkamah Agung RI. Tanggal 22-24 November 2017 di Bandung,
yang dalam ini diambil alih sebagai pendapat majelis, maka Tergugat
Rekonpensi  wajib memberi akses dan keleluasaan kepada Penggugat
Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak

tersebut, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.
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Oleh karena Penggugat Rekonpensi telah diberi akses dan keleluasaan
untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka
majelis hakim secara ex officio patut menghukum kepada Penggugat
Rekonpensi memberi nafkah kepada seorang anak yang berumur 2 tahun,
sebagaimana maksut Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 huru (d), Pasal 156
huruf (d) dan Pasal 105 huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula
dengan dalil syar’i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang
diambil alih sebagai pendapat majelis “seorang ayah wajib memberi

(kecukupan) nafkah anaknya.

Berdasarkan kepatutan, kemampuan dan kesanggupan dari Penggugat
Rekonpensi sebagai seorang PNS sebagaiman alasan gugatannya selalu ingin
memberi nafkah kepada anaknya, namun sulit untuk bertemu dan Pengadilan
telah mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan akses
kepada Penggugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anaknya, maka Majelis
Hakim mewajibkan kepada Penggugat Rekonpensi membayar nafkah untuk
anaknya setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah),
dengan kenaikan 10 % per-tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri

dan dibayarkan kepada Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Rekonpensi
ditolak, maka gugatan Penggugat rekonpensi lainnya (petitum point 2 dan 3)

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.
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c. Re-Rekonpensi:

Dalam repliknya Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi
mengajukan gugatan balik atas rekonpensi, maka majelis mempertimbangkan
sebagai berikut:

Sebelum majelis mempertimbangkan lebih lanjut, maka majelis perlu

memaparkan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa menurut majelis gugatan re-rekonpensi dianologikan
dengan perubahan gugatan awal yakni menambah gugatan dengan
merubah posita dan petitumnya sebagaimana dengan pasal 27 Rv.

2) Berdasarkan pasal 132 HIR huruf b undang-undang hanya
memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan
gugatan balik/rekonvensi bersama-sama dengan jawaban. Dengan
demikian semua gugatan Penggugat hanya dapat diajukan pada
gugatan konvensi/gugatan semula, oleh karenanya dalam suatu
gugatan Penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan (baru)
dalam jawaban rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis
berpendapat gugatan re-rekonvensi Penggugat harus dinyatakan tidak diterima
(neit on vankelijk verklaard/ NO)

Dalam Konpensi, Rekonpensi, dan Re-rekonpensi

Sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengna Undang-Undang

No. 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya
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perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/
Penggugat Re-rekonpensi.
3. Amar Putusan Pengadilan Agama Jombang
a. Dalam Konpensi
1) Mengabulkan gugatan Penggugat
2) Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat
b. Dalam Rekonpensi

1) Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi

2) Menetapkan, anak yang berumur 2 tahun berada di bawah Hadanah
(pemeliharaan) Tergugat Rekonpensi (Penggugat).

3) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan akses dan dan
keleluasaan kepada Penggugat Rekonpensi untuk bertemu dan
mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berumur 2 tahun
tersebut.

4) Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar nafkah untuk
seorang anak yang berumur 2 tahun tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% per-tahun
sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

c. Dalam Konpensi dan Rekonpensi
Membebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,-(Lima ratus

Sembilan puluh satu ribu rupiah)
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B. Putusan PTA Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2019/PTA.Sby

1. Duduk Perkara

Dalam putusan perkara No0.231/Pdt.G/2019/PTA.Sby, Tergugat
konpensi/ Penggugat rekonpensi telah mengajukan permohonan banding pada
tanggal 18 Maret 2019 atas putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 14
Januari 2019 bertepatan tanggal 09 Jumadilawal 1440 Hijriyah.
No0.1828/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang untuk
selanjutnya disebut Terbanding pada hari jum’at tanggal 05 April 2019 sesuai
dengan catatan yang termuat dalam surat keterangan yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Agama Surabaya.

Permohonan banding tersebut oleh PTA dinyatakan diterima, karena
permohonan banding yang diajukan sudah sesuai dengan cara-cara yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim
Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan banding pada
tanggal 18 Maret 2019 dan karena Pembanding tidak hadir pada sidang
pengucapan putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 14 Januari 2019
maka Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang telah memberitahukan
isi putusan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 6 Maret 2019 dengan

demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa,
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yakni dalam masa 14 (empat belas) hari dan diajukan melalui Pengadilan
Agama yang memutus perkaranya.*® Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009, jis. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar biaya perkara
banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan
banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti
dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat
banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor
1828/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 14 Januari 2019 Miladiyah bertepatan
dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-
bukti, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding
memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha
secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik dalam
persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Muh.
Nur, S.H. namun upaya perdamaian tersebut telah gagal, oleh karena itu
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan
telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

46 Undang-Undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Pasal 7
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan
mengadili materi perkara.

Mengenai perceraian Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya
telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek
formil dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan
menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar’i dan peraturan
hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan
pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil
alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding,
namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan
pertimbangan sebagai berikut.

Bahwasannya doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah
broken marriage, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan
senyatanya yang dialami Pembanding dengan Terbanding dalam membina dan
mengarungi kehidupan rumah tangganya.

Apabila melihat dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh
Pembanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya,
bahwa ternyata kehidupan rumah tangga yang dimulai sejak keduanya menikah

pada tanggal 25 April 2015, awalnya keduanya hidup rukun sehingga telah
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dikaruniai seorang anak (umur 2 tahun), namun kemudian kehidupan rumah
tangga Pembanding dengan Terbanding tidak rukun lagi antara keduanya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya keduanya
berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 11 bulan yaitu sejak akhir tahun 2015
sampai sekarang.

Dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap
fakta mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding
dengan Terbanding adalah karena Terbanding/Penggugat menghendaki
tinggal mandiri sedangkan Pembanding/Tergugat keberatan dan tetap tinggal
di rumah orang tua Pembanding, sementara itu upaya mendamaikan secara
maksimal telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, oleh
Mediator yang ditunjuk dan oleh pihak keluarga dari Pembanding maupun
Terbanding, namun semua usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil
merukunkan keduanya. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa
keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan
rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (broken marriage)
dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam kasus perceraian, Majelis Hakim dalam persidangan bukan
semata mencari siapa yang bersalah dan siapa yang benar dan/atau siapa yang
menjadi penyebab terjadinya perselisinan dan pertengkaran, akan tetapi lebih
ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud

telah pecah.*” Dan dalam perkara a quo telah ternyata bahwa kehidupan rumah

47 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996
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tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah sebagaimana fakta yang
telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan
yang telah dipertimbangkan di atas.

Disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan
rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama point 4 (empat)
sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor
04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai
dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage) dengan indikator antara lain:*8

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan
kewajibannya sebagai suami isteri.

- Terjadi pisah ranjang /pisah tempat tinggal.

Dimana indikator tersebut ternyata dialami dalam rumah tangga
Pembanding dan Terbanding.

Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengemukakan pendapat ahli
hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan
hukum dalam putusan ini “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam
mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab

terjadinya perselisinan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat

48 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014
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diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri
ini”.*

Berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Terbanding poin 2 (dua)
agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Pembanding/Tergugat
terhadap Terbanding/Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum yakni
memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan a quo
patut dikabulkan.

Sehubungan dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama dalam konpensi sudah tepat dan benar sehingga karenanya
dapat dikuatkan.

b. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya telah
mengajukan tuntutan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menetapkan hadanah (Hak Asuh Anak) anak yang berumur 2
tahun 9 bulan, jenis kelamin laki-laki, berada pada Penggugat

Rekonpensi /Pembanding.

49 As Shiba’i Mustofa, 41 Mar’ah Bainal Figih wal Qanun, (Darussalam:2010). hal,100
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3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak
tersebut kepada Penggugat Rekonpensi.

4. Menghukum  Tergugat Rekonpensi untuk membayar
dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu
rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan anak
kepada Penggugat Rekonpensi, terhitung sejak putusan
dibacakan.

5. Biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari sekian tuntutan Penggugat Rekonpensi yang pokok adalah
tuntutan mengenai pengasuhan anak (hadanah), sedangkan tuntutan yang lain
sangat tergantung pada tuntutan pokoknya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut
Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak tuntutan tertsebut dengan
pertimbangan diantaranya Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak terbukti
sebagai seorang ibu yang amoral dan selama ini yaitu dalam waktu 3 tahun
anak tersebut dalam asuhan Tergugat Rekonpensi dalam keadaan sehat dan
aman bahkan secara psykologis seorang anak yang hidup tanpa ibu dapat
mengalami trauma sebagaimana uraian Ana Freud, sehingga atas putusan
tersebut Majelis Hakim Tingkat banding sependapat karena dinilai sudah tepat
dan benar yang karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

patut dipertahankan.
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Karena tuntutan pokok Penggugat Rekonpensi tersebut ditolak, maka
tuntutan Penggugat Rekonpensi yang selainnya tidak perlu dipertimbangkan
lebih lanjut.

Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi yang mengabulkan
sesuatu yang tidak diminta oleh Para Pihak (Ultra Petita) dimana hal tersebut
dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (3)
HIR yang berbunyi “Hakim tidak diijinkan menjatuhkan keputusan atas
perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada yang digugat”.>
Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat
Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Setelah memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
rekonpensi ternyata terdapat putusan yang tidak diminta oleh pihak Tergugat
Rekonpensi yaitu penetapan hak asuh anak kepada Tergugat Rekonpensi
sebagaimana tercantum dalam amar putusan no. 2 dalam rekonpensi dengan
pertimbangan karena gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak dan agar terwujud
kepastian hukum siapa pemegang hadlanah secara legal.

Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus apa yang tidak
dituntut, maka putusan yang demikian telah melanggar prinsip dalam beracara
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang sejalan pula

dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018 pada huruf

I sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3

50 HIR, Pasal 178
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Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang menyatakan “Penetapan hak
hadlanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim
tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut.
Penetapan hadlanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita”, oleh
karenanya terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama yang menetapkan Tergugat Rekonpensi sebagai Pemegang
hadlanah atas anak.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka
keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terkait dengan Penetapan
hak asuh anak kepada Tergugat Rekonpensi dapat diterima karena beralasan.

Walaupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai
penetapan hak asuh anak kepada Tergugat Rekonpensi dibatalkan, namun
karena anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat dan secara nyata
berada dalam asuhan Tergugat rekonpensi, maka putusan ex officio oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Penggugat Rekonpensi
untuk memberikan nafkah anak kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10
% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut
dewasa atau mandiri dinilai sudah tepat dan benar dan putusan tersebut bukan
ultra petita karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

karenanya putusan tersebut patut dipertahankan.
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sehubungan tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagai pengasuh anak
ditolak, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum
dalam amar putusan dalam rekonpensi no. 3 yang berbunyi “Menghukum
Tergugat Rekonpensi untuk memberikan akses dan keleluasaan kepada
Penggugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya
kepada sang buah hati” dinilai tidak ada relefansinya lagi dan karenanya harus
dibatalkan pula, akan tetapi karena secara nyata anak diasuh oleh Tergugat
Rekonpensi, maka inti dari amar yang dibatalkan tersebut tetap menjadi
pertimbangan hukum yaitu dengan mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi
untuk memberikan akses kepada Penggugat Rekonpensi untuk bertemu dengan
anaknya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan majelis Hakim
Tingkat Pertama dalam rekonpensi tidak dapat dipertahankan dan harus
dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang
selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

c. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara tersebut dibidang perkawinan, maka
dengan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan dalam
tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana

tersebut dalam amar putusan ini.
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3. Putusan Pengadilan
a. Dalam Konpensi

Menguatkan ~ putusan  Pengadilan Agama Jombang Nomor

1828/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 14 januari 2019 Masehi yang

bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilawal 1440 Hijriyah.

b. Dalam Rekonpensi

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor

1828/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 14 Januari 2019 yang bertepatan

dengan tanggal 09 JumadilAwal 1440 Hijriyah.

Dalam mengadili sendiri

1) Menolak gugatan Pengugat Rekonpensi

2) Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar nafkah seorang anak,
setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per
tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi
untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah
Rp.591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah)

62



A

1.

63

BAB IV

Analisis Yuridis terhadap Putusan PTA Surabaya
N0.231/Pdt.G/2019/PTA/Sby atas Putusan PA Jombang

No0.1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg tentang Penetapan Hadanah

Analisis terhadap Putusan Hakim PTA Surabaya atas PA Jombang
tentang Penetapan Hadanah

Berasal dari perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama
Jombang dengan berdasarkan data yang menjadi landasan obyektif dalam
memutus perkara ini, sebagaimana yang telah dijelaskan bab 111 permasalahan
yang ada di pengadilan agama Jombang, hakim telah menetapkan hak asuh
anak yang diberikan kepada istri. Yang mana dalam kasus gugat cerai ini,
permasalahannya pihak istri dalam gugatan hanya meminta untuk bercerali,
tanpa disertai dengan gugatan mengenai hak asuh dan nafkah anak.

Oleh karena itu suami mengajukan gugatan rekonvensi yang memuat
adanya hak asuh anak yang masih berumur 2 tahun. dengan demikian hakim
Pengadilan Agama Jombang dalam amar putusannya memberikan putusan apa
yang diminta oleh istri tersebut, dan dalam gugatan rekonvensi menolak
permohonan suami untuk mendapatkan hak asuh. Majelis hakim menetapkan
hak asuh anak kepada sang istri sebagaimana putusan No.
1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg.

Dalam Konpensi

a. Mengabulkan gugatan Penggugat



b. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat
2. Dalam Rekonpensi

a. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi

b. Menetapkan, anak yang berumur 2 tahun berada di bawah hadanah
(pemeliharaan) Tergugat Rekonpensi (Penggugat).

c. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan akses dan
keleluasan kepada Penggugat Rekonpensi untuk bertemu dan
mencurahkan kasih sayangnya kepada buah hatinya tersebut.

d. Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar nafkah untuk
seorang anak yang berumur 2 tahun tiap bulan sebesar Rp
1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10%
pertahun sampai anak tersebut dewasa.

3. Dalam Konpensi dan Rekonpensi
Membebankan kepada Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,-(lima ratus Sembilan puluh
satu ribu rupiah)

Sehubungan dengan adanya putusan tersebut dari Pengadilan Agama
Jombang, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi melakukan upaya hukum
dengan mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti

perkara yang dimohonkan, maka memutus sebagaimana berikut:
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Dalam Konpensi
Menguatkan ~ putusan  Pengadilan  Agama  Jombang  Nomor
1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg. Tanggal 14 januari 2019 Masehi yang bertepatan
dengan tanggal 09 Jumadilawal 1440 Hijriyah.
Dalam Rekonpensi
Membatalkan  putusan  Pengadilan Agama Jombang  Nomor
1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg. Tanggal 14 januari 2019 Masehi yang bertepatan
dengan tanggal 09 Jumadilawal 1440 Hijriyah.
Dalam mengadili sendiri
a. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi
b. Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar nafkah seorang
anak, setiap bulan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per
tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Dalam putusan PA jombang pada bagian Rekonpensi menetapkan hak

asuh anak yang belum mumayyiz kepada istri (Penggugat Konpensi) sudah

tepat dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. KHI menjelaskan bahwa

setelah terjadinya perceraian hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak

ibu dan setelah mumayyiz menjadi hak anak tersebut untuk memilih ikut kepada

ayah atau ibunya, akan tetapi biaya pemeliharaan tetap tanggung jawab seorang

ayah.

Penulis sependapat dengan buku yang berjudul Urgensi Dwangsom,

bahwa pemegang hak asuh anak adalah orang yang paling dominan dapat
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memberi perlindungan pada anak tersebut.® Putusan PA jombang dalam
menetapkan hak asuh anak yang diberikan kepada istri juga terasa tepat, karena
tidak ada alasan yang kuat untuk tidak menetapkan hak asuh anak kepada si
istri sebagaiamana alasan suami yang menyatakan bahwa si istri amoral.
Sedangkan putusan PTA Surabaya dalam menilai putusan PA Jombang
pada gugatan rekonvensi lebih memperhatikan pada point penatapan hak asuh
anak kepada istri. Menurut PTA Surabaya, memutuskan perkara hal yang lebih
diprioritaskan adalah hukum formilnya. Jika dalam memutuskan perkara itu
tidak melaksanakan hukum formil, maka putusan itu dapat dibatalkan.
Menurut pertimbangan PTA Surabaya, karena tuntutan pokok
penggugat rekonvensi tersebut ditolak, maka tuntutan penggugat rekonvensi
yang selainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Karena majelis
tingkat pertama telah memutus apa yang tidak dituntut, maka putusan yang
demikian telah melanggar prinsip dalam beracara sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang sejalan pula dengan Rumusan Hukum Rapat
Pleno Kamar Agama Tahun 2018 pada huruf | sebagaiamana tercantum dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November
yang menyatakan “penetapan hadanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan
atau permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa
pengasuh anak tersebut. Penetapan hadanah dan dwangsom tanpa tuntutan

termasuk ultra petita”.

51 Dr. Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Ermanita Alfiah, S.H., M.h., Urgensi Dwangsom
dalam Eksekusi Hadanah, (Jakarta:PrenadaMedia Group, 2018), hal. 117
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Dalam penelitian ini tidak sependapat dengan pertimbangan PTA
Surabaya yang menganggap putusan PA Jombang ultra petita. Ketika majelis
hakim memutuskan putusan, seharusnya majlis hakim memeriksa dan
mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak bolen memeriksa dan
memutus sebagian saja.

Semisal dalam suatu perkara terdapat gugatan konpensi dan rekonpensi,
majlis hakim harus memeriksa dan mengadili keseluruhan apa yang diminta,
termasuk juga dalam jawab-jinawab yang berkaitan dengan gugatan yang
diminta anatara kedua orang yang bersengketa.>

Jika mengingat penjabaran mengenai asas-asas putusan, maka dasar
alasan yang jelas dan rinci harus ada dalam setiap putusan yang diputuskan,
tentu putusan yang dijatunkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan
yang jelas dan cukup.>

Sedangkan seperti yang telah diketahui terdapat pertimbangan hakim
PTA Surabaya yang juga menyetujui mengenai pengasuhan anak oleh ibunya,
karena dinilai bahwa sejak awal anak tersebut sudah ada pada pengasuhan
ibunya dan baik-baik saja. Akan tetapi pada putusan PTA membatalkan
putusan di pengadilan tingkat pertama dalam bagian rekonpensi mengenai
pengasuhan anak. Putusan yang demikian menurut penulis pertimbangannya

tidak jelas dan ambigu jika dikaitkan dengan putusannya.

52 Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006(Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan), hal.151
%3 Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 798
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Begitu juga pada pertimbangan PTA Surabaya yang menganggap
putusan PA Jombang telah memutus ultra petita sebagaimana yang telah diatur
pada Pasal 178 ayat (3) HIR yang isinya “Hakim tidak diizinkan menjatuhkan
keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada
yang digugat.” Penulis juga tidak sependapat dalam pertimbangan ini.

Seperti yang telah diketahui, bahwasannya alur perkara yang terjadi
diatas mengenai hadanah ialah (gugatan konpensi-gugatan rekonpensi-jawab-
jinawab antara kedua belah pihak). Munculnya gugatan mengenai hak asuh
anak memang baru mulai diminta pada gugatan rekonpensi yang diajukan oleh
Penggugat Rekonpensi. Tidak tepat apabila PTA Surabaya menganggap ultra
petita pada putusan PA Jombang yang seharusnya cukup menolak saja
permintaan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dan tanpa
menetapkan hak asuh anak dalam perkara tersebut.

Memang permintaan hak asuh anak oleh penggugat konpensi baru
diminta dalam jawab-jinawab gugatan rekonpensi, oleh karena itu majlis hakim
yang memeriksa dan mengadili harus melihat semua gugatan yang ada
termasuk hal-hal yang berkaitan dalam jawab-jinawab. Oleh karena itu,
menurut penulis putusan PTA kurang tepat yang berargumen bahwasannya
putusan PA cukup menolak tanpa menetapkan hak asuh anak dan menilai
putusan pengadilan tingkat pertama melakukan ultra petita.

Setelah melakukan klarifikasi kepada majlis hakim PTA Surabaya dan
menanyakan dalam kasus ini, apakah masih dikatakan ultra petita point yang

menetapkan hak asuh anak kepada ibunya jika dalam jawab-jinawab hak asuh
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anak juga diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, dan jawaban majlis hakim PTA
mengatakan tidak termasuk ultra petita jika memang hadanah diajukan si ibu
dalam jawab-jinawab. Oleh karena itu penulis menilai bahwa majlis hakim
PTA kurang teliti dalam melihat berkas yang ada, karena hak asuh anak termuat
dalam jawab-jinawab gugatan rekonpensi, sehingga pengadilan tingkat
banding menganggap putusan pengadilan tingkat pertama telah melakukan
ultra petita

Jika melihat Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018,
ada semacam dari kamar agama agar hakim tidak boleh menggunakan doktrin
jika ada SEMA.>* Hal yang demikian seakan-akan membatasi ijtihad hakim
padahal dalam agama ijtihad hakim jika putusan hakim itu salah mendapat 1
pahala dan jika benar mendapat 2 pahala.

Seharusnya majelis hakim saat memutus suatu perkara harus
menggunakan logika hukum dan nurani. Jika semisal anak itu tidak
mendapatkan kepastian hukum pada salah seorang, maka anak tersebut dapat
menjadi gelandangan

B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan PTA Surabaya atas Putusan PA
Jombang tentang Penetapan Hadanah

Dalam hukum positif, suatu hal yang menjadi pertimbangan dalam
menentukan hukum pada sengketa hadanah adalah kemaslahatan anak itu
sendiri, di samping kemaslahatan ibu dan ayahnya. Majelis hakim yang

mengatasi kasus seperti ini harus mempertimbangkan moral justice, legal

54 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018
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justice serta mempertimbangan kemanfaatan, diantaranya adalah pertimbangan
sisi maslahah bagi bapak dan ibu tersebut, serta maslahah bagi anak untuk masa

dan masa yang akan datang.

Apabila melihat rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Peradilan
Agama point 4 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 04 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat
dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage),>® maka Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada bagian
yang konpensi yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang telah

tepat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada bagian
rekonpensi yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang
dianggap ultra petita dengan dasar Pasal 178 ayat (3) HIR jo. Rumusan Hukum
Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018 pada huruf | sebagaiamana tercantum
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 yang menyatakan
“penetapan hadanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan atau
permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa
pengasuh anak tersebut. Penetapan hadanah dan dwangsom tanpa tuntutan

termasuk ultra petita”

Majelis hakim seharusnya memeriksa dan mengadili semua gugatan

yang ada termasuk hal-hal yang berkaitan dalam jawab-jinawab. Permintaan

55 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014
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pengasuhan anak telah dimulai sejak adanya gugatan rekonpensi sampai pada
jawab-jinawab, oleh karena itu penulis melihat putusan pengadilan tingkat

pertama tidak ultra petita.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada bagian
rekonpensi yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama kurang
tepat dan masih mengandung ambigu. Terdapat ketidak jelian oleh majlis
hakim PTA dalam memeriksa berkas putusan sehingga menimbulkan putusan

dengan pertimabangan yang kurang tepat.

Dalam penelitian ini, putusan Pengadilan Agama Jombang yang
menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibunya telah tepat
karena sejak tahap gugatan rekonpensi sampai jawab-jinawab adanya
permintaan untuk mendapakan hak asuh anak, putusan pengadilan tingkat
pertama juga telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun
1974. Putusan hakim pengadilan agama yang berkaitan dengan sengketa
hadanah, haruslah mendahulukan maslahah. Asas ini sesuai dengan Pasal 1
ayat (12) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal ini bertujuan agar kepentingan masa depan anak dapat terlindungi.

adanya kepastian dalam kasus tersebut sangat dibutuhkan untuk
ditentukannya status pengasuhan anak, dalam penelitian ini cenderung setuju
kepada putusan dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama,
mengingat ada sebuah teori dari gustav putusan harus mengandung kepastian,

keadilan dan kemanfaataan, adapun adanya suatu ultra petita yang
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bertentangan dengan kepastian keadilan dan kemanfaatan maka 3 hal

tersebutlah yang harus didahulukan.®®

56 Bambang sutiyoso, Metode PenemuanHukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan
Berkeadilan, (Yogyakarta:UIIS Pess, 2006), hal.6
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dari pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya,

maka penulis dapat menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan

yang diangkat oleh penulis mengenai hak asuh anak sebagai berikut:

Dalam putusan PA jombang pada bagian Rekonpensi menetapkan hak asuh
anak yang belum mumayyiz kepada istri (Penggugat Konpensi). Dasar
putusan majelis hakim PA jombang adalah ketentuan Kompilasi Hukum
Islam Pasal 105 huruf a, dan Pasal 156. Majelis hakim juga mengutip
pendapat pakar hukum islam yang tedapat dalam kitab Al Bajuri jus Il

halaman 195 yang berbunyi sebagai berikut:

4filias Al fgd A5 Lehe Al 452 55 JA5N GG 15
Atinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia

mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya

lebih berhak untuk memeliharanya;

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada bagian
rekonpensi, membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Adapun
dasar pertimbangan putusan hakim PTA Surabaya adalah Pasal 178 ayat (3)
HIR yang sejalan pula dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama
Tahun 2018 pada huruf | sebagaiamana tercantum dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November yang



menyatakan “penetapan hadanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan
atau permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio
siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadanah dan dwangsom tanpa

tuntutan termasuk ultra petita”.

Akan tetapi dapat dianalisa pertimbangan PTA Surabaya kurang tepat
karena terdapat ketidak jelian majlis hakim PTA dalam memeriksa dan
mengadli berkas yang ada dalam berkas putusan dari pengadilan tingkat
pertama, sehingga memutuskan putusan yang kurang tepat dan

pertimbangan yang tidak konsisten.

2. Menurut analisis yuridis, sebagaimana yang diatur Kompilasi Hukum Islam
dan UU No.1 Tahun 1974. Putusan hakim pengadilan agama yang berkaitan
dengan sengketa hadanah, haruslah mendahulukan maslahah. Asas ini
sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Hal ini bertujuan agar kepentingan masa depan
anak dapat terlindungi.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan, maka ada beberapa saran yang ingin
penulis kemukakan, yaitu:

1. Para praktisi hukum sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk
mengadili dan memutus persoalan hak asuh anak, seyogyanya lebih
menambah kajian yang mendalam terhadap persoalan yang berkaitan

dengan masalah tersebut, dan juga lebih teliti dalam mengambil sebuah
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keputusan agar terwujud sebuah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang
diharapkan.

Diharapkan bagi seluruh orang tua mempertimbangkan kemaslahatan dari
anak itu sendiri, perebutan pengasuhan anak sebaiknya dihindari karena
anak dalam masa perkembangannya butuh kasih sayang dari kedua orang

tuanya.
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